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Mengingat 

BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 232 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 107 

TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapan Belanja Daerah

Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun

Anggaran 2023;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Pasuruan

Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan

Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 perlu

dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf·b serta untuk menjamin kepastian hukum,

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun

2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 ten tang 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186); 

15. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 



18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 
Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar 
Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Standar 
Bidding Document) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 1238); 

19 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319); 

22 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 

23 . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 77); 

24.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sayembara/Kontes (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 242); 

25.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485); 

26.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku 
Usaha Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486); 

27.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/ J asa yang dikecualikan pada Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 487); 



28 . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan 
Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 488); 

29 . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya 
Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 489); 

30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan 
Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/ J asa 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 491); 

31 . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 511); 

32.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); 

33.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui 
Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 593); 

34 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133); 

36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman 
Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 



Menetapkan 

39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 
Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 107 TAHUN 2022 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PANDUAN 
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 
Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 107) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai berikut : 

1. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf A angka 1 tentang Satuan Biaya 
Perjalanan Dinas narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang 
dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 
kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan 
dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, 
aparatur sipil negara, dan pihak lain. Pertanggungjawaban biaya 
perjalanan dinas dalam negeri dimaksud dilakukan secara at cost (biaya 
riil), kecuali bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yang dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, 
efektifitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel. Adapun perjalanan dinas 
jabatan ini dilakukan dalam rangka: 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; 
c. pengumandahan ( detasering); 
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; 
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap 

seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan 
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan 
jabatan; 

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena 
mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; 



g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguJ1 
kesehatan pegawai negeri; 

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; 
dan 

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan. 
Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa 
prinsip antara lain : 

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

11. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 
satuan kerja perangkat daerah; 

111. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan 
1v. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan 

pem be banan perj alanan din as. 
Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud digolongkan menjadi : 
a . perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas 

kota; dan 
b. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan 

di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam 
dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam. 

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas : 
a . uang harian; 
b. biaya transportasi; 
c. biaya penginapan; dan 
d. uang representasi perjalanan dinas. 
Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya perjalanan 
dinas jabatan diberikan biaya taksi atau sewa kendaraan. 
Komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan 
se bagai beriku t : 
a. uang harian dibayarkan secara lumpsum; 
b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil 

berdasarkan fasilitas transportasi; 
c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya 

taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, 
dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil 
(pertanggungjawaban secara at cost); 

d . biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dalam hal 
perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya 
penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan; 

e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum; 
f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 



Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya 
pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan 
melampirkan : 
a . Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang 

menandatangani Surat Tugas; 
b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan 
c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi 

dari perusahaan jasa transportasi dan/ a tau penginapan yang disahkan 
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud yang dapat dibebankan pada 
DPA-SKPD yaitu : 
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan 

yang tidak dapat dikembalikan/ refund 
Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan 
Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi 
tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas 
disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas 
dilaksanakan 
Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud sekurang-kurangnya melampirkan : 
a. Surat Tugas yang sah; 
b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan 
dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; 

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti 
pembayaran moda transportasi lainnya; 

d. Daftar Pengeluaran Riil; 
e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa 

kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan 
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; 

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan 
g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan 

dokumentasi/foto kegiatan. 
Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/ atau penginapan/hotel 
tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat 
menggunakan Daftar Pengeluaran Riil. 
Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan : 
a. Surat Tugas yang sah; 
b . SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan 
dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; 



c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. 
Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan 
dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga 
satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; 

d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen 
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas 
sesuai Surat Tugas; dan 

e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana 
perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/ foto kegiatan. 

2. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf F ten tang Surat Perintah Tugas dan Surat 
Perintah Perjalanan Dinas narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
Pejabat / Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat 
Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu : 
1) Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala 

Daerah; 
2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; 
3) Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain 

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. 

3. Lampiran I Bab IV angka 2 huruf D angka 1 Klasifikasi Transpor Perjalanan 
Dinas diubah dengan menambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf b yaitu 
huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

c. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan 
kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi : 
a. Keberangkatan 

1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, 
terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; 

2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan 
menuju tempat tujuan; 

b. Kepulangan 
1) dari tempat tujuan menu ju bandara, pelabuhan, terminal, a tau 

stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau 
2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan 

menuju kantor tempat kedudukan asal. 
Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat 
dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, 
atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya 
transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. 
Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan 
melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung 
dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 



SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

No. Provinsi Satuan Besaran 
1 ACEH Orang/Kali Rp. 123.000,00 
2 SUMATERA UTARA Orang/Kali Rp. 232.000,00 
3 RIAU Orang/Kali Rp. 94.000,00 
4 KEPULAUAN RIAU Orang/Kali Rp. 137.000,00 
5 JAMBI Orang/Kali Rp. 147.000,00 
6 SUMATERA BARAT Orang/Kali Rp. 190.000,00 
7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali Rp. 128.000,00 
8 LAMPUNG Orang/Kali Rp. 167.000,00 
9 BENGKULU Orang/Kali Rp. 109.000,00 
10 BANGKA BELITUNG Orang/Kali Rp. 90.000,00 
11 BANTEN Orang/Kali Rp. 446.000,00 
12 JAWA BARAT Orang/Kali Rp. 166.000,00 
13 DKI JAKARTA Orang/Kali Rp. 256.000,00 
14 JAWA TENGAH Orang/Kali Rp. 75.000,00 
15 DI YOGYAKARTA Orang/Kali Rp. 118.000,00 
16 JAWA TIMUR Orang/Kali Rp. 194.000,00 
17 BALI Orang/Kali Rp. 159.000,00 
18 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali Rp. 231.000,00 
19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali Rp. 108.000,00 
20 KALIMANTAN BARA T Orang/Kali Rp. 135.000,00 
21 KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali Rp. 111.000,00 
22 KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali Rp. 150.000,00 
23 KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali Rp. 450.000,00 
24 KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali Rp. 102.000,00 
25 SULAWESI UTARA Orang/Kali Rp. 138.000,00 
26 GORONTALO Orang/Kali Rp. 240.000,00 
27 SULAWESI BARAT Orang/Kali Rp. 313.000,00 
28 SULAWESI SELATAN Orang/Kali Rp. 145.000,00 
29 SULAWESI TENG AH Orang/Kali Rp. 165.000,00 
30 SULAWESI TENGGARA Orang/Kali Rp. 171.000,00 
31 MALUKU Orang/Kali Rp. 240.000,00 
32 MALUKU UTARA Orang/Kali Rp. 215.000,00 
33 PAPUA Orang/Kali Rp. 431 .000,00 
34 PAPUA BARAT Orang/Kali Rp. 182.000,00 

4. Lampiran I Bab IV diubah dengan menambahkan 1 (satu) angka setelah 
angka 9 (sembilan) yaitu angka 10 (sepuluh), sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

10. PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER 
Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer 
yang disertai dengan petunjuk teknis khusus, maka pelaksanaan 
kegiatan tersebut berpedoman pada ketentuan atau petunjuk teknis 
khusus dari kementerian/lembaga yang terkait. 



5. Lampiran II Ketentuan Tambahan huruf J tentang Ketentuan Pembayaran
dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia narasi diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pembayaran Pengadaan barang/ Jasa sedapat mungkin dilakukan dengan
SPP-LS. Apabila penggunaan mekanisme SPP-LS tidak memungkinkan,
maka dapat menggunakan mekanisme pembayaran yang lainnya. SKPD
memiliki kewajiban menyelesaikan seluruh proses administrasi pengadaan
barang/ jasa melalui penyedia sebelum melakukan pengajuan proses
pembayaran.

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal, 27 Oktober 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN,

               ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal, 27 Oktober 2023 
�.BUPATI PASURUAN, 

         ttd.

ANDRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 232

TE LAH D ITELITI 
Pe·abat 

Sekretaris Daerah 
Asisten PKR 
Asisten Adm. Umum 
Kaba . Hukum 
Kabag. Adpem 




